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Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Sidang Ketujuh Belas, 17 November – 5 Desember 1997 : IMPLEMENTASI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA, Komentar Umum 8 (1997), Kaitan Antara Sanksi Ekonomi Dengan Ketaatan Terhadap Hak- Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya
1. Sanksi ekonomi telah dijatuhkan dengan frekwensi yang semakin meningkat baik dalam lingkup Internasional, Regional dan Unilateral.  Tujuan dari komentar umum ini adalah untuk menekankan bahwa, apapun kondisinya, sanksi-sanksi seperti itu tetap harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite bukan berkeinginan untuk mempertanyakan pentingnya penjatuhan sanksi dalam hal terjadinya suatu kasus yang sesuai dengan ketentuan Bab VII dari Piagam PBB atau Hukum Internaional yang berlaku lainnya. Tetapi ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB yang berkaitan dengan Hak-hak asasi manusia (pasal 1, 55 dan 56) harus dianggap tetap berlaku dalam kasus-kasus seperti itu.

2. Selama tahun 1990-an Dewan Keamanan telah menjatuhkan sanksi yang bermacam-macam jenisnya dan jangka waktunya di Afrika Selatan, Irak/Kuwait, sebagian dari negara-negara bekas Yugoslavia, Somalia, Arab Jamahiriya Libya, Liberia, Haiti, Anggola, Rwanda serta Sudan. Dampak dari sanksi yang mempengaruhi pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menarik perhatian dari Komite dalam beberapa kasus yang melibatkan negara-negara penanda tangan Kovenan, dimana beberapa negara diantaranya secara rutin memberikan laporan, sehingga memberikan kesempatan bagi Komite untuk mengkaji situasi dengan seksama.

3. Meskipun dampak dari sanksi-sanksi itu berbeda–beda antara satu kasus dengan yang lain, Komite mengetahui bahwa sanksi itu hampir selalu mempunyai dampak dramatis terhadap hak-hak yang diakui dalam Kovenan. Sehingga, misalnya, sanksi itu sering menyebabkan gangguan yang siknifikan terhadap distribusi makanan, obat-obatan dan pengadaan barang-barang sanitasi, membahayakan kualitas makanan dan tersedianya air minum yang bersih, sangat mempengaruhi fungsi-fungsi sistem kesehatan dasar dan pendidikan, serta sangat mengurangi hak untuk bekerja. Selain itu konsekwensi tak diinginkan dari sanksi itu bisa termasuk timbulnya kekuatan opresif dari golongan elite, munculnya pasar gelap dan adanya keuntungan yang sangat besar bagi golongan elite yang mengadakannya, peningkatan kontrol dari elite penguasa terhadap populasi keseluruhan, serta pembatasan kesempatan untuk mencari suaka atau untuk mengadakan oposisi politik. Meskipun fenomena yan disebutkan dalam kalimat sebelumnya tadi sangat bersifat politis, fenomena itu mempunyai dampak tambahan yang sangat penting terhadap pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

4. Dalam mempertimbangkan suatu sanksi, sangatlah penting untuk membadakan antara tujuan dasar yaitu memberikan suatu tekanan politis dan ekonomis terhadap elite penguasa negara untuk membujuk mereka untuk mematuhi Hukum Internasional, dengan baban penderitaan tambahan yang dirasakan oleh kelompok-kelompok yang paling rentan di negara itu. Dengan alasan itu, Rezim Sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan sekarang termasuk adanya pengecualian yang bersifat kemanusiaan yang dirancang untuk mengizinkan kiriman barang-barang dan jasa pokok dengan tujuan kemanusiaan. Pendapat secara umum menyatakan bahwa pengecualian ini menjamin kepatuhan dasar terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di negara itu.

5. Bagaimanapun juga, banyak penelitian oleh PBB atau yang lainnya akhir-akhir ini, yang menganalisa dampak dari sanksi-sanksi itu, telah menyimpulkan bahwa pengecualian ini tidak menimbulkan efek tersebut. Apalagi, pengecualian-pengecualian itu sangat terbatas ruang lingkupnya. Mereka tidak mencakup, misalnya masalah tersedianya pendidikan dasar, atau mereka juga tidak mencakup perbaikan infrastruktur yang sangat penting untuk menyediakan air bersih, layanan kesehatan yang layak dan lain sebagainya. Sekretaris Jenderal berpendapat pada tahun 1995, bahwa dibutuhkan suatu pemetaan terhadap dampak potensial dari sanksi sebelum mereka dijatuhkan serta untuk meningkatkan penyiapan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai bantuan kemanusiaan bagi kelompok-kelompok rentan. 3 . Di tahun berikutnya, suatu penelitian penting yang dibuat untuk Sidang Umum oleh Ms. Graca Machel, mengenai dampak konflik bersenjata terhadap anak-anak, menyatakan bahwa “Pengecualian untuk tujuan kemanusiaan cenderung bersifat ambigu dan diinterpretasikan sesuka hati dan inkonsisten ....penundaan, kebingungan dan penolakan permintaan untuk mengimpor barang-barang pokok kemanusiaan menyebabkan langkanya sumber daya....[efek dari itu] pasti berdampak paling berat terhadap kaum miskin”.4 Baru-baru ini suatu laporan PBB bulan Oktober 1997 menyimpulkan bahwa prosedur review yang dilakukan oleh berbagai Komite Sanksi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan “tetap tidak praktis dan Lembaga-lembaga bantuan tetap menghadapi kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan izin bagi barang-barang yang dikecualikan ... Komite-Komite ini melalaikan masalah-masalah pelanggaran komersial dan pemerintahan yang lebih besar dalam bentuk kegiatan pasar gelap, perdagangan ilegal dan korupsi.”5 .

6. Dengan demikian jelaslah bahwa dengan berdasar pada suatu kumpulan penelitin yang baik, baik itu per negara maupun penelitian umum, terlihat bahwa tidak cukup perhatian yang telah diberikan terhadap dampak sanksi pada kelompok-kelompok rentan. Meski demikian, atas berbagai alasan, penelitian-penelitian itu tidak hanya secara spesifik mangkaji konsekwensi-konsekwensi buruk yang timbul terhadap pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dalam kenyataannya tampak dalam sebagian besar, jika tidak seluruh kasus, bahwa konsekwensi-konsekwensi itu sama sekali tidak diperhitungkan atau tidak diberikan pertimbangan serius yang seharusnya didapatkannya. Sehingga dengan demikian dibutuhkan suatu sudut pandang hak asasi manusia untuk dilaksanakan dalam permasalahan ini.

7. Komite beranggapan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Kovenan, yang kenyataannya juga dicerminkan dalam banyak perjanjian hak asasi manusia juga Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, tidak bisa dianggap tidak operasional, atau tidak bisa diberlakukan, hanya karena suatu keputusan telah diambil bahwa pertimbangan tentang kedamaian dan keamanan Internasional manjamin dijatuhkannya sanksi tersebut. Seperti halnya komunitas Internasional yang mendesak negara-negara target sanksi bahwa mereka harus menghormati Hak-hak Sipil dan Politik dari warga negaranya, demikian juga negara dan komunitas Internasional juga harus melaksanakan semua yang bisa dilakukan untuk melindungi, setidaknya, materi inti Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dari masyarakat yang terkena dampaknya di negara itu (lihat juga Keterangan Umum 3) (1990), paragraf 10. 

8. Meskipun kewajiban setiap negara ini berasal dari komitmen dalam Piagam PBB untuk mempromosikan penghormatan kepada keseluruhan hak asasi manusia, harus juga diingat bahwa seluruh anggota tetap dari Dewan Keamanan telah menanda tangani Kovenan, meskipun dua diantaranya (Cina dan Amerika Serikat) belum meratifikasinya. Sebagian besar anggota Non-Permanen pada suatu waktu tertentu adalah negara penanda tangan. Setiap negara ini telah melaksanakan, sesuai dengan pasal 2, paragraf 1 Kovenan untuk “mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama Internasional, terutama ekonomis dan teknis, dengan seluruh sumber daya yang ada, dengan tujuan untuk mencapai perwujudan penuh secara progresif dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dengan menggunakan segala cara yang dianggap layak....”. Jika suatu negara yang dijatuhi sanksi adalah negara penanda tangan, maka dibebankan pula kepada negara-negara lain untuk menghormati dan mengindahkan kewajiban-kewajiban yang relevan. Jika sanksi dijatuhkan kepada negara yang bukan penanda tangan Kovenan, prinsip yang sama juga berlaku dengan memberikan status bagi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai bagian dari Hukum Internasional Umum, seperti dibuktikan, misalnya dengan ratifikasi yang hampir menyeluruh atas Kovenan Hak-Hak Anak serta kedudukan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

9. Meskipun Komite tidak mempunyai peranan dalam memutuskan dijatuhkan atau tidaknya suatu sanksi, bagaimanapun juga, Komite mempunyai tanggung jawab untuk memantau kesesuaian perilaku negara-negara penanda tangan dengan Kovenan. Ketika suatu tindakan yang diambil telah menghambat kemampuan suatu negara penanda tangan untuk memenuhi kewjibannya sesuai dengan Kovenan, maka jenis dan cara penjatuhan sanksi tersebut menjadi suatu hal yang patut dijadikan perhatian oleh Komite.

10. Komite yakin bahwa dua jenis kewajiban timbul dari pertimbangan-pertimbangan ini. Jenis pertama berkaitan dengan negara yang dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi-sanksi itu sama sekali tidak membatalkan atau mengurangi kewajiban dari negara tersebut. Seperti halnya dalam situasi yang hampir sama, kewajiban-kewajiban itu memberikan suatu kepentingan praktis yang lebih besar dimasa-masa yang sulit. Oleh karena itu, Komite diminta untuk meneliti dengan seksama bagaimana negara tersebut telah mengambil langkah “dengan segala sumber daya yang ada padanya” untuk memberikan perlindundungan maksimal yang mungkin diberikan terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dari setiap penduduk yang hidup di wilayahnya. Meskipun sanksi-sanksi tersebut pasti mengurangi kapasitas dari negara yang dijatuhi sanksi untuk membiayai atau mendukung tindakan-tindakan yang diperlukan, negara tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk menjamin tiadanya diskriminasi dalam hal pemenuhan hak-hak ini, serta melakukan semua tindakan yang mungkin dilaksanakan, termasuk negosiasi dengan negara lain dan komunitas Internasional, untuk mengurangi sampai seminimum mungkin dampak negatif terhadap hak-hak dari kelompok-kelompok rentan di masyarakat.

11. Jenis kedua dari kewajiban itu berkaitan dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penjatuhan, penegakan atau pelaksanaan sanksi, baik itu komunitas Internasional, organisasi Internasional atau Regional, suatu negara ataupun kelompok negara. Dalam hal ini Komite beranggapan bahwa terdapat tiga kesimpulan yang secara logis bisa diambil dari pengakuan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

12. Pertama, hak-hak ini harus dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang suatu rezim sanksi yang layak. Tanpa memberikan suatu cara tertentu dalam hal ini, Komite mencatat usulan-usulan seperti misalnya pembuatan suatu mekanisme dalam PBB untuk mengantisipasi dan mendata dampak dari sanksi, perluasan dari sekumpulan prinsip dan prosedur yang telah disepakati yang berdasar pada penghormatan atas hak asasi manusia, pengidentifikasian jenis-jenis barang dan layanan yang dikecualikan yang lebih luas, pengesahan suatu lembaga teknis yang disepakati bersama untuk menentukan pengecualian-pengecualian yang dibutuhkan, pembentukan suatu Komite sanksi yang lebih mempunyai sumber daya, penentuan kadar kerentanan dari negara-negara yang ingin dirubah perilakunya oleh Komunitas Internasional, dan pembentukan suatu pelaksanaan yang lebih fleksibel.

13. Kedua, pemantauan yang efektif, yang selalu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Kovenan, harus dilaksanakan sepanjang sanksi diberlakukan. Jika suatu pihak eksternal mengambil, bahkan hanya sebagian, dari tanggung jawab atas keadaan suatu negara ( apakah berdasar atas BAB VII dari Piagam PBB atau sebaliknya ), negara itu juga harus mengambil tanggung jawab untuk sekuat tenaga melindungi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dari masyarakat yang dijatuhi sanksi.

14. Ketiga, entitas eksternal berkewajiban “untuk mengambil langkah, secara individual atau melalui bantuan dan kerja sama Internasional, terutama ekonomis dan teknis” untuk merespond semua penderitaan yang tidak proporsional yang dialami oleh kelompok-kelompok rentan di negara yang dijatuhi sanksi.

15. Dalam mengantisipasi keberatan-keberatan yang mengatakan bahwa sanksi pasti, secara mendasar, mengakibatkan pelanggaran berat Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya jika sanksi-sanksi tersebut tercapai tujuannya, Komite mencatat kesimpulan dari suatu penelitian penting dari PBB yang mengatakan bahwa “keputusan untuk mengurangi penderitaan anak-anak atau meminimalisasi konsekwensi-konsekwensi tak diinginkan lainnya bisa diambil tanpa membahayakan sasaran kebijakan dari sanksi tersebut”.6 Hal ini juga berlaku terhadap kondisi dari semua kelompok-kelompok rentan.

16. Dalam mengadopsi Komentar Umum ini, satu-satunya tujuan Komite adalah untuk menimbulkan perhatian kepada fakta bahwa penduduk dari suatu negara tidaklah dicabut Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mereka dengan alasan bahwa para pemimpin mereka telah melanggar norma-norma perdamaian dan keamanan Internasional. Tujuan ini bukannya untuk mendukung atau memberikan dorongan bagi para pemimpin seperti itu, atau bukannya mengabaikan kepentingan yang sah dari Komunitas Internasional dalam mengakkan ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB serta prinsip-prinsip umum Hukum Internasional. Sebaliknya, ini menekankan bahwa suatu jenis pelanggaran hukum tidak bisa dihadapi dengan jenis pelanggaran hukum yang lain denga tidak memperhatikan hak-hak fundamental yang mendasari serta memberi legitimasi kepada aksi kolektif seperti itu.

3  Tambahan untuk Agenda for Peace. (A/50/60-S/1995/1), Paragraf 66 sampai 76.


4  Dampak Konflik Bersenjata Terhadap Anak-anak : catatan oleh Sekretaris Jenderal, (A/51/306, Lampiran) (1996), Paragraf 128.


5 L. Minear, et al., Menuju Manajemen Sanksi yang Lebih Manusiawi dan Efektif : Meningkatkan Kapasitas Sistem Persatuan Bangsa-Bangsa, Excecutive Summary. Penelitian yang disiapkan atas permintaan Departemen Urusan Kemanusiaan PBB atas nama Inter-Agency Standing Committee, 6 Oktober 1997.


6 Ibid.
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